[ SALINAN ]

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa pengelolaan keuangan desa perlu
diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan
partisipatif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan
desa yang baik demi kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Hulu Sungai Utara;

bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan hukum dan dinamika tata kelola keuangan
saat ini, sehingga perlu diubabh;

bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 tahun 2025
tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk
Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada
Pangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada huruf a agar selaras dengan arah
kebijakan baru dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, dan
Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024
tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa
untuk program Ketahanan Pangan dialokasikan paling
rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dan melibatkan
Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa
bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di
Desa;
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bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor
4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
S5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017
Nomor 5);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a diubah dan
ketentuan ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dihapus serta setelah ayat (4)
ditambahkan ayat baru yakni, ayat (5) dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

Pasal 35
(1) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat berupa uang dan/atau barang.

(2) Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (4), diatur dengan memperhatikan ketentuan
indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis
kelayakan penyertaan modal.

(3) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. uang; dan/atau
b. dihapus;
c. aset Desa yang dipisahkan.

(4) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), meliputi:
a. uang, yang meliputi:
1. pengeluaran yang diantaranya meliputi biaya modal awal, biaya
modal produksi, dan biaya modal pekerja;
2. proyeksi laba unit usaha;
3. biaya perkiraan arus kas unit usaha; dan
4. proyeksi laba rugi unit usaha.

b. dihapus;
c. aset Desa yang dipisahkan,

dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari forum musyawarah
Desa yang dibuktikan dengan berita acara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal BUM Desa diatur
dalam Peraturan Bupati.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 11 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2026 NOMOR 3

Amuntai, \(/ﬂ %’}‘

SALINAN SESUAI ASLINYA
“ S KEPALA HUKUM,

N

R I, S.H., MM
Pembina (IV/a)
»INIP. 19731202 200501 1 007



